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ABSTRAKSI  

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam 
yang melimpah termasuk didalamnya adalah kekayaan alam tak terbarukan 
(unrenewable natural resources) berupa tambang Mineral dan Batubara. 
Kekayaan alam tersebut mempunyai potensi nilai ekonomis yang begitu besar 
dan mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. 
Ketentuan dalam pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 
mengamanatkan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk 
dapat memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam 
usaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 
Dalam rangka menunjang upaya pencapaian tujuannya tersebut Pemerintah 
Negara Republik Indonesia telah memperbarui dan menambah aturan – aturan 
hukum positif dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara. langkah ini 
dimaksudkan agar dapat memberikan pedoman hukum dalam pelaksanaan 
kegiatan pertambangan di Indonesia. Pada tahun 2009 Undang – Undang 
Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan 
dicabut dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Dahulu pada waktu berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 
Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan Mineral dan Batubara 
konsepsi pengendalian dan intervensi negara dalam pengelolaan dan pemanfataan 
potensi ekonomis komoditas tambang Mineral dan Batubara dilakukan dengan 
menggunakan instrumen hukum kontrak, dimana Pemerintah sebagai representasi 
organ negara senantiasa melibatkan diri sebagai Pihak dalam hubungan 
kontraktual dengan Pihak Swasta dalam berbagai kontrak / perjanjian 
pertambangan. Hal ini menegaskan bahwa pada waktu itu kapasitas Pemerintah 
selain sebagai regulator juga bertindak sebagai Pelaku kegiatan usaha 
pertambangan. Hal  ini dapat dijumpai seperti pada Kontrak Karya Pertambangan, 
PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara], KP [Kuasa 
Pertambangan], namun saat ini setelah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 
dicabut yang kemudian digantikan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terjadi perubahan konsepsi 
secara fundamental, Pemerintah tidak lagi melibatkan diri menjadi Subjek/ Pihak 
dalam berbagai Kontrak Pertambangan Mineral dan Batubara karena saat ini 
pengendalian dan intervensi dalam pengelolaan dan pemanfataan potensi 
ekonomis barang tambang Mineral dan Batubara dilakukan melalui instrumen 
hukum perizinan. 
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  Dalam undang – undang  nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan 
mineral dan batubara juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan 
Mineral dan Batubara dapat ditemukan serangkaian pengaturan perihal kontrak 
Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Kontrak Jasa Pertambangan Mineral 
dan Batubara adalah suatu kontrak antara Pemegang IUP (Izin Usaha 
Pertambangan) Eksplorasi dan atau Operasi Produksi dengan Pemegang IUJP 
(Izin Usaha Jasa Pertambangan) Mineral dan batubara yang berkaitan dengan 
pemberian layanan jasa pertambangan kepada pemegang IUP (Izin Usaha 
Pertambangan) yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan pada 
tahapan – tahapan kegiatan pengusahaan tambang mineral dan batubara serta 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dari kekuatan 
ekonomi potensial menjadi ekonomi riil, sehingga dengan demikian secara 
fungsional keberadaan figur kontrak jasa pertambangan sangat penting dalam 
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di indonesia. 

Kontrak jasa pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu 
jenis dari sekian banyak kontrak komersial yang mempunyai karakteristik atau ciri 
khas tersendiri diantara kontrak komersial pada umumnya. Karakteristik kontrak 
jasa pertambangan mineral dan batubara dapat dicermati dalam beberapa hal, 
antara lain dari aspek kewajiban kepemilikan izin, kedudukan hukum para pihak, 
dan substansi hubungan hukum yang tercermin dalam klausul – klausul kontrak 
jasa pertambangan mineral dan batubara. 

Kata Kunci : Karakteristik-Kontrak-Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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